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ABSTRAK 
Andi Batari Toja (B 111 11 018), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana 
Penganiayaan”. (Studi Kasus Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. Dibimbing oleh Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H. sebagai 
pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisah, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan putusan 
pidana bersyarat terhadap tindak pidana penganiayaan dan apa yang menjadi 
kendala dalam pengawasan pelaksaan putusan pidana bersyarat terhadap 
tindak pidana penganiayaan dalam perkara Putusan Tahun 2013 di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kejaksaan 
Negeri Sungguminasa. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data berupa Studi Dokumen atau Kepustakaan dan 
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara lansung terhadap nara 
sumber pada instansi tersebut.   
Sumber hukum primer diperoleh dengan Putusan Pengadilan Dan Peraturan 
Perundang-Undangan dan juga bersumber dari hasil wawancara berbagai 
pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi. 
Sumber hukum sekunder bersumber dari buku-buku hukum, makalah-makalah 
yang berkaitan dengan pidana bersyarat dan dokumen yang telah ada. 
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitianadalah yang pertama 
mengenai efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat di daerah Hukum 
Pengandilan Negeri Sungguminasa tidak berjalan dengan baik atau belum 
efektif. Karena sejak tahun 2011-2013 jaksa selaku eksekutor tidak pernah 
terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana 
putusan pidana bersyarat khususnya dalam kasus penganiayaan. Selanjutnya 
kesimpulan kedua Kendala-kendala yang dialami oleh jaksa dalam melakukan 
pengawasan pidana bersyarat antara lain, belum ada aturan atau pedoman 
yang baku, teknik administrasi yang masih minim, kurangnya dana dan 
pembiayaan, waktu dan kesibukan serta kurangnya koordinasi antara Pihak 
Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bapas dan Lurah setempat. 
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Skripsi ini sebagai persembahan untuk : 
Keluarga Tercinta 
Universitas Hasanuddin, dan 
Fakultas Hukum 
Kawan-kawan Tercinta 
Angkatan 2011 MEDIASI !!! 
 
Orang-orang BIASA menganggap 
target sebagai beban yang melelahkan 
Orang-orang LUAR BIASA menjadikan 
beban sebagai target yang menggairahkan 
Sebuah SUKSES terwujud karena diikhtiarkan 
melalui TARGET yang JELAS, RENCANA yang matang, 
keYAKINan, KERJA KERAS, keULETan, dan NIAT yang baik. 
 
 
SIKAP SUKSES 
Berpikir sebagai orang sukses, 
Berucap sebagai orang sukses, 
Bermental sebagai orang sukses, 
Berlatih sebagai orang sukses, 
Berjuang sebagai orang sukses. 
viii 
 
 
 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali 
kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya” (QS. Ar Ra‟ad; 11) 
Nasib saya, masa depan saya, mau jadi apa saya, sayalah yang 
menentukan. Sukses dan gagalnya saya, sayalah yang menciptakan . 
Saya sendirilah yang mengaristeki apa yang akan saya raih dalam hidup 
ini. 
“Kalau begitu dimana takdir Tuhan???” 
“Takdir Tuhan ada di ujung usaha manusia. Tuhan Maha Adil, Dia akan 
memberikan sesuatu kepada Umat-Nya sesuai dengan kadar usaha dan 
ikhtiarnya dan agar saya tidak tersesat atau melangkah tidak tentu arah 
dalam berikhtiar dan berusaha, maka saya membuat peta masa depan 
saya. 
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MOTTO 
Saya adalah mental sukses, 
Saya adalah orang luar biasa, 
Saya adalah harapan negeri ini, 
Saya adalah harapan keluarga, 
dan Saya adalah harapan masa depan saya sendiri!!! 
 
 
 
 
“Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun 
melewati jalan yang sulit.Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan 
membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus.” 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum (rechstaat). Hal ini 
diartikan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam 
hukum. Dalam hal ini sebagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran 
norma-norma hukum ialah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP).Hukum pidana yang telah dirumuskan dalam 
KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat 
dijatuhkan bagi sipelanggar.1 
Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan 
kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban 
umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan 
kebutuhan antara satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi 
kadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kepentigan ini, 
manusia bersikaf dan berbuat. Agar sikaf dan perbuatannya tidak 
merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberika rambu-
rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak 
                                                           
1
Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan,Sinar Grafika., Jakarta, hlm.6. 
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sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka 
menkcapai dan memenuhi kepentingan itu.2 
Dalam proses penjatuhan sanksi pidana tersebut terdapat suatu 
masalah, mengenai adanya ketidak puasan masyarakat terhadap pidana 
perampasan kemerdekaan atau pidana penjara yang dalam 
kenyataannya terbukti sangat merugikan terhadap individu yang dikenai 
pidana. Berhubungan dengan masalah ini maka harus diusahakan 
mencari alternatif dari pidana penjara antara lain dalam bentuk 
pendayagunaan pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan alternatif 
dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan, norma-norma hukum 
pidana yang menyangkut  pidana  bersyarat  tidak  hanya  dilihat  
sebagaimana  yang dirumuskan, tetapi akan ditinjau secara luas 
bekerjanya di dalam masyarakat dengan berbagai faktor yang 
mempengaruhinya.3 
Pidana bersyarat merupakan suatu system pidana di dalam 
hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya 
bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada pelanggar- 
pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, 
mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan  
 
                                                           
2
Adami Chazawi, 2005,  Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo Persada., Jakarta,hlm 25. 
3
Muladi, 2008, Lembaga Pidana Bersyarat,Alumni., Bandung, hlm. 219. 
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perbuatan pidana. Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia 
adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan 
Perundangan Pusat maupun Peraturan-Peraturan Daerah yang 
mengandung sanksi pidana. Di dalam Pasal 14 a KUHP dimuat 
wewenang hakim untuk memberikan putusan pidan bersyarat dalam hal 
pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara, dan dimuat 
syarat umum pula yaitu terpidana tidak boleh melakuakan perbuatan 
yang dipidana selama masa percobaan. 
Salah satu syarat khusus yaitu bahwa terpidana harus mengganti 
kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan pidana tersebut. Syarat-
syarat tersebut di atas, atau syarat khusus lainnya tidak boleh 
mengurangi kemerdekaan beragama maupun kemerdekaan berpolitik 
bagi terpidana. Dalam masa percobaan yang dilakukan suatu 
pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah 
ditentukan.4 
Maksud dari pada pidana bersyarat ini adalah untuk memberikan 
kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan, 
memperbaiki diri dari perbuatan pidan yang telah dilakukan. Di dalam 
praktek, Pidana Bersyarat ini oleh terpidana sering ditafsirkan atau 
dianggap sebagai bukan pidana, karena secara fisik tidakmembawa 
                                                           
4
 Sampurno Djojodiharjo,1970, Majalah Pembinaan Nasional  No. VIII tahun, hal.64. 
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pengaruh apapun terhadap terpidana. Terpidana sering pula dianggap 
sebagai pembebasan pidana. Menurut Sampurno Djojodiharjo dikatakan 
bahwa :  
”Lembaga Pidana Bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran 
bahwa tidak semua pejabat (Terpida) harus dimasukkan ke dalam 
penjara, khususnya terhadap pelanggaran pertama kali (first 
offender) demi mencegah adanya pengaruh dari lingkungan 
masyarakat narapidana (inmate society) sebaiknya terhadap 
terpidanatersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya di 
luar penjara”. 
 Pendapat ini dapat dipahami karena syarat-syarat yang 
ditentukan dalam pidana bersyarat tidak sulit untuk dilaksanakan serta 
kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan 
pidana bersyarat ini menimbulkan efek yang negatif seperti rasa tidak 
puas  dari si korban dan keluarganya, juga pandangan dari anggota 
masyarakat yang tidak mengerti hukum. Setiap pelaku kejahatan 
semestinya dimasukkan ke dalam penjara sebagai balasan akan 
perbuatannya, tetapi dalam hal ini justru dipidana di luar tembok 
penjara.5 
Mengenai efektivitas sanksi pidana bersyarat tersebut yang 
dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan tujuan 
pemidanaan, yaitu dengan harapan dalam menjalani hukuman yang 
diberikan Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku 
                                                           
5
Ibid  hlm 66. 
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dapat menyikapi perbuatannya melanggar ketentuan perundang-
undangan dengan tidak akan melakukannya lagi perbuatannya setelah 
menjalani hukuman.6 
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahakan martabat manusia, merupakan pemberian 
makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini 
akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata 
akan dikenakan kepada terpidana. Yang artinya bahwa tujuan 
pemidanaan bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke 
arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya, tetapi 
juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat, 
mengayomi masyarakat. 
Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan 
pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai 
sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar hukum. Apabila 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat dapat 
dilkasanakan sebagaimana mestinya akan dapat bermanfaat bagi 
terpidana maupun orang lain.7 
Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus 
digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu 
                                                           
6
http://repository.unand.ac.id/10578/. Di akses pada tanggal 5 nov 2014 pukul 17.01WITA. 
7
A. Santoso Muhari, 2002,Pradigma Baru Hukum Pidana,Averroes Press., Malang,hlm. 59. 
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yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang 
harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah sanksi 
pidana bersyaratharus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih 
baik dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi 
terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat. 
Berdasarkan alasan-alasan dan pandangan pemidanaan 
bersyarat tersebut. Maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana 
efektifitas pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, serta apa yang 
menjadi kendala-kendala dalam pengawasan pelaksanaan Pidana 
Bersyarat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pidana 
bersyarat, sebagai bahan dalam penelitian ini. Untuk itu dalam penelitian 
ini penulis memberi judul : “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan 
Pidana Bersyarat (Study Kasus Tahun 2013 di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Efektifitas pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat? 
2. Apa yang menjadi kendala dalam Pengawasan Pelaksanaan 
Putusan Pidana Bersyarat? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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1) Tujuan penelitian adalah dirumuskan secara deklaratif dan 
merupakan penyertaan-penyertaan .Pelaksanaan ini bertujuan 
untuk : 
a. Tujuan Umum 
a) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan 
putusan pidana bersyarat (Putusan Tahun 2013 di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa). 
b) Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam 
pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat 
(Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa) 
b. Tujuan Khusus 
a) Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis 
dalam penerapan teori hukum dengan kehidupan yang 
nyata di masyarakat. 
b) Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan 
penelitian khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu 
hukum. 
c) Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat guna 
memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) jurusan Ilmu  
 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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2) Kegunaan Penelitian  
Pada dasarnya setiap penelitian harus diyakini 
kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki bertitik 
tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian 
setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada 
kehidupan masyarakat.Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari 
dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi 
praktis. 
a. Kegunaan Teoritis 
Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat 
memberi kotribusi terhadap ilmu pengetahuan hukum acara 
pidana hkususnya terkait dengan pelaksanaan pidana bersyarat. 
b. Kegunaan Praktis 
Dalam hal kegunaan praktis, penyusunan penelitian ini 
diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada para 
pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
 
 
 
 
BAB II 
9 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
A.Z. Abididn dan Andi Hamzah, membedakan istilah 
hukuman dan pidana yaitu, “Istillah hukuman adalah istilah umum 
untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin 
dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang 
berkaita dengan hukum pidana”.8 
Menurut Adami Chasawi, di Indonesia sendiri dikenal 
adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari 
istilah Strafbaarfeit. Istilah yang pernah digunakan dalam 
perundang-undangan maupun dari literature-literatur hukum 
diantaranya adalah tindak pidana , peristiwa pidana, delik, 
pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan 
yang dapat dihukum dan yang terakhir perbuatan pidana.9 
Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit,  
membuat para ahli mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri 
                                                           
8 Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah,2010. Hukum Pidana Indonesia. PT.Yasrif Watampone: Jakarta, 
hlm 41 
9
 Adami Chazawi,2008. Hukum Pidana ( Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas 
berlakunya Hukum Pidana. PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta, hlm.67 
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dari sudut pandang mereka yang menmbulkan banyaknya 
ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah strafbaarfeit. 
Pompe Merumuskan Strafbaar feit (Tindak Pidana) adalah 
“ Suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban umum), 
terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana 
pemidanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban 
hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.10 
Moeljatno memberikan defenisi tentang strafbaarfeit 
menggunakan istilah perbuatan pidana. “ pengertian perbuatan 
pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi 
yang melanggar larangan tersebut”.  11 
Sementara itu Jonkers memberikan defenisi tentang 
strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu: 
1. Defenisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai kejadian (feit) yan dapat diancam pidana oleh 
Undang-Undang. 
2. Defenisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang 
                                                           
10  Kanter dan Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika: 
Jakarta, hlm 205. 
11 Adami Chazawi. 2008…………..,hlm 71 
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dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang 
dapat dipertanggung jawabkan.12 
Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu strafbaarfeit, yaitu: 
1. Perbuatan melawan hukum; 
2. Dengan sengaja; 
3. Dapat dipertanggung jawabkan; 
4. Diancaman pidana; 
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit penulis lebih 
sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan 
bahwa tindak pidana bukan lagi menjadi menjadi istilah awam 
bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Disetiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang 
terkandung di dalammya, yang secara umum dapat dibagi 
menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur 
objektif. 
a. Unsur Objektif 
                                                           
12  Bambang Poernomo, 1982. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalilea Indonesia:Yogyakarta,hlm91. 
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Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam 
keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku 
itu harus dilakukan. Terdiri dari : 
1) Sifat melanggar hukum 
2) Kualitas dari pelaku 
3) Kausalitas 
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.13 
b. Unsur subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, 
atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan 
termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung 
di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau 
culpa) 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan 
dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, dan sebagainya. 
                                                           
13  Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 50. 
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4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum 
dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang 
direncanakan terlebih dahulu. 
5) Prasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 
KUHP. 14 
Menurut Yulies Tina, unsur peristiwa pidana (tindak pidana) 
dapat ditinjau dari dua segi yaitu: 
1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa 
pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang 
sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan 
diancam dengan hukuman. 
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan 
pidana yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-
unsur kesalahan si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan 
itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang 
dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada 
unsur kesengajaan. 
Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai peristiwa 
pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. 
                                                           
14  Teguh Prasetyo, ibid.hlm51 
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b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan 
dalam undang-undang. Pelakunya harus telah 
melakukan suatu kesalahan dan harus 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
c. Harus ada kesalahan dapat dipertanggung jawabkan. 
Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai 
suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. 
d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, 
ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan 
sanksinya.15 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-
jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-
macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau 
mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan 
demikian pula halnya dengan tindak pidana16.  
KUHP sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atau 
delik ke dalam kedua kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan 
Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan 
pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut 
                                                           
15
  Yulies Tina,2006. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm62-63 
16 Teguh Prasetyo,2012, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 57 
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sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak 
pidana tersebut. 
1. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan 
dimuat dalam buku II dan Pelanggaran dimuat dalam 
buku III. Dicoba membedakan bahwa kejahatan 
merupakan wetsdelict atau delik undang-undang. Delik 
hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa 
melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-
undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-
undang misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM  
bagi yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan 
umum. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah 
keadilan.17 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara Delik 
Formal dan Delik Materil. Delik formal adalah delik yang 
dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, 
atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada 
perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalhkan apakah 
perbuatanya, sedangkan akibatnya merupakan 
aksidentalia (hal yang kebetulan). Sebaliknya didalam 
delik materil titik beratnya berada pada akibat yang 
                                                           
17 Ibid, hal 59  
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dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah 
terjadi. 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara 
tindak pidana sengaja ( Delik Dolus) dan Tindak Pidana 
dengan tidak sengaja (Delik Culpa). Dolus dan Culpa 
merupakan bentuk kesalahan (schuld) yang akan 
dibicarakan sendiri di belakang.  
4. Delik aduan dan Delik Biasa 
Delik aduan adalah tindak pidana yang penentuannya 
hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari 
pihak yang berkepentingan atau terkena.18 
 
B. Teori Pemidanaan 
 
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena 
seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini 
adalah Immanuel Kant yang mengatakan “ Fiat justitia ruat 
coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat 
terakhir harus menjalankan pidananya)/ Kant mendasarkan 
teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah 
Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan 
kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan 
                                                           
18  Ibid Hal.60 
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kepada hukum dan keadilan.Karena itu, menurutnya penjahat 
harus dilenyapkan. 
Menurut  Thomas Aquias pembalasan sesuai dengan 
ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada 
penjahat.19 
Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua 
macam, yaitu : 
Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan 
masyarakat, dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus  
dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau 
kerugian yang seimbang. 
a. Teori pembasalan subjektif, yang berorientasi pada 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat 
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. 
Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan 
oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan 
sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. 
b. Teori Pembalasan Obyektif 
                                                           
19
Erdianto Effendi,2011, Hukum Pidana Indonesia (suatu pengantar), Refika Aditama., Bandung Refika, 
hlm 141. 
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Adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh 
pelaku di dunia luar.20 
 
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan ( De Relative Theorien) 
  Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari 
pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegah 
terjadinya kejahatan.Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan 
untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul 
Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan 
mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai 
melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.21 
  Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan 
teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan 
pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif 
ditujukan kepada hari-hari yang akan datang,yaitu dengan 
maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar 
menjadi baik kembali. 
  Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu : 
1) Untuk menakuti; 
                                                           
20 A. Zaenal Abidin, 2005, Hukum Pidana, Jakarta-Makassar, Prapantja dan Taufieq. Hlm 11 
21
Erdianto Effendi,2011…., hlm 142. 
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Toeri ini dari Anselm von Reurbach, hukuman itu harus 
diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk 
melakukan kejahatan.Akibat dari teori itu ialah hukuman-
hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-
kadang merupakan siksaan. 
2) Untuk memperbaiki; 
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si 
terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang 
berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula 
peraturan hukum (special prevensi /pencegah khusus). 
3) Untuk melindungi 
Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap 
perbuatan-perbuatan jahat.Dengan diasingkan si penjahat itu 
untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-
perbuatan jahat orang itu (generale prevensi / pencegahan 
umum). 
Sementara itu sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu: 
1. Toeri Pencegahan Umum (general preventie) 
 Di antara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang 
bersifat menakut-nakuti merupaka teori yang paling lama dianut 
orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang 
20 
 
dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum)  
menjadi takut untuk berbuat kejahatan. 
  Penganut teori ini, misalnya SENECA (Romawi), 
berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk 
melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas 
dengan eksekusinya dan sangat kejam dengan dilakukan di muka 
umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang 
dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang 
dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk 
berbuat serupa. 
  Titik berat pencegahan umum yakni pada pelaksanaan 
pidana yang menakutkan orang. Agar khalayak umum menjadi 
takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang 
dipidana, eksekusi pidana haruslah bersikaf kejam. Agar 
pelaksanaan pidana itu diketahui oleh semua orang, eksekusi 
harus dilakukan di muka umum secara terbuka.  
  Jadi, menurut teori pencegahan umum ini, untuk mencapai 
dan mempertahankan tata tertib masyarakat mealalui 
pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilaksanakan secara 
kejam dan dimuka umum. 
2. Teori Pencegahan Khusus 
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 Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan 
dengan toeri pencegahan umum. Menurut teori ini tujuan pidana 
ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia 
tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar 
orang yang telah berniat buruk untuk yidak mewujudkan niatnya 
itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai 
dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada 3 macam 
yaitu:22 
a) Menakut-nakutinya; 
b) Memperbaikinya, dan; 
c) Membuatnya menjadi tidak berdaya 
c. Teori Gabungan (Vernegins Theorien) 
   Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan 
pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan tori 
tujuan, yang disebut dengan teori gabungan. Penganutnya 
antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran toeri gabungan 
adlah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi 
juga masa yang akan datang,karenanya pemidanaan harus 
dapat member kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri 
maupun kepada masyarakat. 
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Menurut Herbert Packer terdapat tiga macam teori pemidanaan 
yaitu:23 
 Teori Retribution, yaitu terdiri dari dua versi. Versi pertama 
yaitu revenge theory yaitu toeri balas dendam.Pemidanaan 
dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua 
expiationtheory di manahanya dengan pidana penderitaan 
seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini 
sering disebut dengan teori insyaf. 
1) Teori Utilitarian Prevention yang terdiri dari dua macam yaitu 
utilititarian prevention deterrence dan Special deterrence or 
intimidation. 
2) Behavioral Prevention yang terdiri dari dua macam, yaitu 
incapacition dan rehabilition. 
Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan 
untuk: 
a. Pembalasan, membuat pelaku menderita; 
b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana; 
c. Merehabilitasi pelaku; 
d. Melindungi masyarakat; 
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C. Tinjauan Umum tentang Pidana Bersyarat 
 
Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang yang 
melangar hukum pidana. Salah satu tujuan pemberian pidana adalah 
untuk memperbaiki prilaku si pelangar hukum pidana tersebut. Sejalan 
dengan hal tersebut, Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik 
hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu 
system/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaanya 
digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang 
dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada 
terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana 
dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak 
ditaatinya atau dilanggarnya.24 
Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. 
Dalam Pasal 14 (a) KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan 
pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila:25 
1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;  
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan 
penggganti denda maupun kurungan penggganti perampasan 
barang); 
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Adami Chazawi, 2005,Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 54. 
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Ibid, hlm. 59. 
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3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah: (a) 
apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau 
perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu 
menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan (b) 
apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu 
bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan 
pendapatan negara. 
Dalam penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang 
ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk 
dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat 
itu dibedakan antara: (1) syarat umum dan (2) syarat khusus. Syarat 
umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan 
bersyarat, dalam putusanya itu harus ditetapkan syarat umum, 
sedangkan syarat bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk 
ditetapkan).Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa 
dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak 
boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)).Dalam syarat umum 
ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, 
dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaina dianut oleh teori 
pembalasan.26 
Persyaratan pencegahan dalam pidana bersyarat yang 
mempunyai segi positif berupa syarat-syarat khusus yang bersifat 
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Ibid, hlm. 60.  
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fakultatif dan hanya dapat ditetapkan dalam pemidanaan bersyarat yang 
lamanya lebih dari tiga bulan pidana penjara/kurungan atas salah satu 
pelanggaran tertentu antara Pasal 492, 504, 505, 506, 536 KUHP, 
misalanya penarikan keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita 
dan menjadikanya sebagai pencarian (Pasal 506 KUHP). Syarat-syarat 
khusus ini berisi bermacam-macam, diantaranya dihubungkan dengan 
pemulihan dalam hukum adat dan harus berhubungan dengan kelakuan 
dari terpidana sendiridengan pembatasan tidak boleh mengurangi 
kebebasan beragama, yaitu perilakuyang baik di rumah dan dalam 
pergaulanya di dalam masyarakat sebagaimana  diputuskan oleh HR 
tanggal 15 maret 1926 NJ. 1926. Meskipun demikian syarat khusus itu 
dapat dirasakan sebagai pidana. Dalam praktek juga tidak mengurangi 
kebebasan politik untuk mengikuti pemilihan umum.27 
Syarat khusus mengganti kerugian, tidak boleh ditetapkan 
dilekatkan apabila hakim menjatuhkan pidana denda dengan bersyarat 
(Pasal 14c ayat (1)) karena pada penetapan denda dengan bersyarat 
didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa terpidana benar-benar 
sangat berat (tidak mampu) membayar denda. Sudah barang tentu 
terpidana dalam keadaan ekonomi yang demikian, ia lebih tidak mampu 
lagi jika dibebani syarat khusus untuk mengganti kerugian.28 
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Sementara itu mengenai lamanya masa percobaan itu, ditentukan 
dalam Pasal 14b sebagai berikut:29 
1. Bagi kejahatan dan pelanggaran Pasal: 492, 504, 505, 506, dan 
536 palinglama tiga tahun. 
2. Bagi jenis pelanggaranlainya adalah paling lama dua tahun. 
Dalam pelaksanaan pidana dengan bersyarat jika syarat 
umum maupun syarat   khusus tidak dapat dipenuhi, tidak secara 
otomatis pidanayang dijatuhkanbenar-benar dilaksanakan. Untuk 
melaksanakan pidana setelah terbukti dilanggarnya syarat yang 
ditetapkan, jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan 
permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga 
hakim tidak wajib mengabulkan permintaan jaksa Penuntut Umum 
untuk melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim dapat 
memerintahkan jaksa untuk melaksanakan putusan pemidanaan 
dalam hal: 
1. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melakukan 
tindak pidana (melanggar syarat umum); 
2. Jika dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat 
khusus;  
3. Jika sebelum lewatnya masa percobaaan, terbukti terpidana telah  
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dipidana dengan putusan yang menjadi tetap karena tindak 
pidana yang lain yang dilakukan sebelumnya masa percobaan 
berjalan; 
4. Terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam 
masa percobaandan penuntutan itu kemudian berakhir dengan 
pemidanaan yang menjadi tetap (Pasal 14f ayat (2)).30 
 Pejabat yang memberi perintah agar pidana dijalankan 
adalah hakim yang telah menjatuhkan pidan pada tingkat pertama 
(Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan) karena, walaupun 
kemudian perkara itu naik banding atau naik kasasi, pelaksanaan 
putusan pidana dengan bersyarat itu tetap pada hakim pengadilan 
tingkat pertama. 
 Apakah hakim boleh menjatuhkan pidana dengan 
menetapkan sebagian bersyarat dan sebagian tidak bersyarat? 
Menegnai persoalan ini, ada dua pendapat sebagai berikut:31 
1. Hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim. Alasannya di 
dasarkan pada prinsip jika seseorang diberi hak untuk 
melakukan seluruhnya, ia juga mempunyai hak untuk 
melakukan sebagian. Hak untuk yang melakukan yang 
sebagian itu dengan sendirinya sudah tercakup dalam hak 
untuk melakukan seluruhnya. 
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2. Tidak dengan sendirinya hanya mungkin jika UU menentukan 
demikian. Pendapat ini didasarkan pada suatu asas bahwa 
apabilah terdakwa bersalah, ia harus dipidana, kecuali ada 
aturan lain yang khusus mengaturnya bahwa ia tidak dipidana. 
Undang-undang yang telah memberi hak untuk melaksanakan 
selurunhya, tidak secara otomatis ia berhak pula untuk 
melaksanakan sebagian, kecuali ada peraturan perundang-
undangan yang mengecualikannya. 
Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah 
memperbaiki tanpa harus memasukkannya kedalam penjara, 
artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, 
mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa 
pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-
orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor 
tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai 
dirinya, dalam arti bukan penjahat yang 32 
D. Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat 
Putusan pidana bersyarat pada dasarnya memiliki kesamaan 
dengan putusan pidana pada umumnya, dimana untuk mencapai suatu 
keputusan akhir memiliki cara atau prosedur serta persyaratan yang 
sama. Sedangkan mengenai perbedaannya, secara signifikan hanya 
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mengenai sistem pemidanaannya dimana seperti yang disebutkan dalam 
perikup di atas bahwa, seseorang terpida dengan pemidanaan bersyarat 
tidak diharuskan menjalani hukumannya di balik terali besi seperti pada 
umumnya terpidana lain. 
Arti pelaksanaan adalah “upaya untuk melaksanakan suatu 
keputusan” dimana hanya putusan pidana bersyarat yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang 
dapat di eksekusi. Dalam pemidanaan bersyarat adalah pemidanaan 
yang sifatnya bukan hukuman fisik yang diberikan dengan suatu 
nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan 
dengan maksud memberikan suatu pembinaan semata yang diberikan 
dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 14 b ayat (2) 
KUHP). 33 
Dalam pelaksanaan eksekusi, terpidana tetap memiliki kebebasan 
untuk tetap melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dimana tidak ada 
pembatasan-pembatasan oleh hukum layaknya pidana penjara. 
Terpidana dalam melaksanakan hukumannya pada dasarnya hanya 
melakukan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan yang baik dan 
bertanggung jawab serta mentaati aturan-aturan maupun syarat-syarat 
yang dibebankan kepadanya. Jika selama waktu ditentukan terpidana 
melaksanakan putusan dengan baik dan selalu berkelakuan baik, maka 
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setelah masa hukumannya habis, terpidana akan bebas dengan 
sendirinya.  
Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi 
tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor yang telah diatur dalam 
SEMA No.7/1985. Selain sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas 
untuk mengawasi dan mengamati pelaksanan eksekusi. Hal ini juga 
berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat dimana pengawasan 
dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara 
kontinyu dan bertanggung jawab. Secara berkala jaksa wajib dan 
betanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan dan 
pengamatannya baik kepada Kepala Kejaksaan serta Hakim. Hal ini 
merupakan suatu bentuk kordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, 
dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan 
terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik. 
 
E. Tindak Pidana Terhadap Tubuh (Penganiayaan) 
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 
Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu 
telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP, mengenai 
tindak pidana yang penulis bahas ini tindak pidana terhadap tubuh 
yang biasa disebut juga sebagai penganiayaan. 
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Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP 
disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata 
penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum 
dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan 
yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) 
atau luka (letsel) pada tubuh orang lain. 34 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, mula-mula dalam rancangan 
dari undang-undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan 
dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, 
dan dengan 'senqaia merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini 
dalam pembicaraan dalam Parlemen Belanda dianggap tidak tepat 
karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak 
didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya. 
Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti 
menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa berbuat sesuatu 
dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit.Dan, 
memang inilah arti dari kata penganiayaan.Sedangkan menurut Pasal 
351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan 
kesehatan orang dengan sengaja. 
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Dengan  demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada 
wujud tujuan (oogmerk), tidak seperti unsur kesengajaan dan 
pembunuhan. 
Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka 
sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 
(lima) tahun penjara. Sedangkan jika berakibat matinya orang, maka 
maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara. 
Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan juga harus tidak 
disengaja, sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka ada tindak 
pidana penganiayaan berat dan Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan 
maksimum hukuman delapan tahun penjara. Hukuman itu menjadi 10 
(sepuluh) tahun peniara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya 
orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja, tindak pidana 
menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum 15 (lima 
belas) tahun penjara. 
Istilah luka berat sesuai Pasal 90 KUHP berarti sebagai 
berikut: 
1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan 
sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya 
maut (Ievens gevaar);  
2. Menjadi senantiasa tidak cakap menqerjakan pekerjaan 
jabatan atau pencaharian; 
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3. Kekudung-kudungan;  
4. Kelumpuhan; 
5. Gangguan daya berpikir selama4(empat) minggu; dan 
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih 
ada dalam kandungan. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 
Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP 
disebut “penganiayaan‟. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari: 
a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas : 
i. Penganiayaan biasa; 
ii. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berate; 
iii. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati; 
b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP. 
c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP 
dengan rincian sebagai berikut: 
i. Mengakibatkan luka berat; 
ii. Mengakibatkan orangnya mati; 
d. Penganiayaan berat diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian 
sebagi berikut: 
i. Penganiayaan berat dan berencana; 
ii. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan 
orangnya mati; 
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Selain dari pada itu, diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan) 
oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/ 
penyerbuan/ penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang.Hal 
ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada 
umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.35 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 
 Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana 
penganiayaan.penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari Pasal- 
Pasal yang menyangkut dengan tindak pina penganiayaan. 
Ketentuan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam 
Pasal 351 KUHP sebagai berikut:36 
1)  Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500;  
2)  Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum 
penjara selama-Iamanya lima tahun;  
3)  Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum 
penjara selama-Iamanya tujuh tahun; 
4)  Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang 
dengan sengaja; 
5)  Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
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 Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang di 
artikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu.Menurut 
yurispundensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu 
sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, 
atau luka.Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian 
penganiayaanialah, sengaja merusak kesehatanorang. 
a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang kekau, 
sehinggabasah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb. 
b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak. memukul, 
menempeleng dsb. 
c. Luka, misalnyamengiris, rnemotong,menusuk dengan pisau. 
  Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. 
Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini 
berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat lihat Pasal 90 
KUHP. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat 
yang tidak dimaksud oleh sipembuat.Apabila luka berat itu 
dimaksud. Dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), 
sedangkan jika kematian itu dimaksud , maka perbuatan itu masuk 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi halnya dengan sopir yang 
mengendarai mobilnya kurang hati-hati, menubruk orang sehingga 
mati. Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya 
orang (Pasal 351 KUHP alinea 3), oleh karena sopir tidak ada 
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pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya, tidak masuk 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena kematian orang itu tidak 
dikehendaki oleh sopir. Peristiwaitu dikenakan Pasal 359 KUHP 
(karena salahnya matinya orang lain). 
  Pencobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak 
dihukum, demikian pula percobaan melakukan penganiayaan ringan 
(Pasal 352 KUHP).Akan tetapi percobaan pada penganiayaan 
tersebut dalam Pasal 353, 354, 355 KUHP dihukum.Tentang 
penganiayaan pada binatang lihat Pasal302 KUHP. 
  Dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang diputus 
dengan pemidanaan bersyarat, pada dasarnya termasuk dalam 
kategori dalam tindak pidana penganiayaan yang sifatnya ringan, 
yang mengacu pada Pasal 352 KUHP, dimana tingkat kerugian atau 
luka yang dididerita oleh korban bagi hakim tidak begitu parah. 
Pidana pokok yang dijatukan kepada terdakwa cenderung tidak lama 
atau biasanya berkisar di bawah 1 tahun penjara. Singkatnya masa 
hukuman tersebut secara yuridis telah memenuhi salah satu Kriteria 
untuk memberikan hukuman dengan suatu sistem pemidanaan 
bersyarat, dimana dalam sistem ini tindak pidana yang dilakukan, 
biasanya diancam dan diberikan dengan pidana yang tidak lebih dari 
1 tahun, namun pembatasan tersebut tidak sepenuhnya dijadikan 
sebagai patokan bahwa hanya terdakwa yang diancam dan dijatuhi 
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dengan masa hukuman tidak lebih dari satu tahun yang dapat 
dijatuhi dengan pidana bersyarat. Ada beberapa tindak pidana yang 
masa hukumannya lebih dari satu tahun dapat dipidana dengan 
pidana bersyarat. Pemberian putusan pidana bersyarat lebih dititik 
beratkan pada pertimbangan hakim pada saat persidangan yang 
diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada.   37 
D. Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
1. Kelembagaan 
 Keberadaan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum di 
Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami 
pergantian nama dan pemerintahan, fungsi dan tugas kejaksaan 
tetap sama, yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara 
Kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam 
perkara perdata. 
  Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 
ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan 
Kehakiman menurut Undang-Undang. 
 Dalam pengertian ini, kejaksaan dalam melaksanakan 
tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh 
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kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya 
mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan 
kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, 
kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai 
kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
2. Fungsi 
 Berbicara mengenai fungsi kejaksaan maka kita akan 
berbicara mengenai penyidikan dan penuntutan, dalam lingkup 
peraturan hukum di Indonesia, pada waktu HIR masih berlaku 
sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap 
bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadi 
Penuntut Umum (Jaksa) sebagai coordinator penyidikan, bahkan 
jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. 
 Apabila jaksa melakukan sendiri tindakan penyidikan terhadap 
suatu perkara, untuk menangani perkara tersebut tidak diperlukan 
lagi penyidik Polri atau PPNS agar tidak terjadi diplikasi. 
 Berkaitan dengan itu, pertimbangan positif dalam mana jaksa 
harus melakukan atau terlibat dalam penyidikan adalah: 
1. Jika proses penyidikan terhadap kejahatan-kejahatan bersifat 
kompleks atau tingkat pembuktiannya sulit (misalnya di bidang 
keuangan dan HAM), jaksa seharusnya terlibat karena 
memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum maupun 
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kemahiran menggunakan prosedur baku yang sangat 
menentukan keberhasilan atau penyidikan. 
2. Jaksa mempunyai tanggung jawab untuk mengambil 
keputusan guna untuk menuntut atau tidak menentut 
berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana 
yang berlaku. Jadi jaksa memiliki kedudukan yang sangat 
tepat untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Keterlibatan 
jaksa, yang memiliki pengetahuan dan kemahiran, dalam 
penyidikan akan mempercepat proses penuntutan pada saat 
perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa 
dan diadili serta diputuskan. 
c. Wewenang, Tugas dan Kewajiban 
  Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang 
Kejaksaan Republik Indonesia secara normativ dapat dilihat 
dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai kejaksaan, 
sebagaimana yang hendak dikatengahkan di bawah ini. 
Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 
30: 
1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenag: 
a) Melakukan penuntutan; 
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b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap; 
c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 
keputusan lepas bersyarat; 
d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang; 
e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum 
dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya 
dikoordinasikan kepada penyidik. 
2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan 
kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. 
3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan 
turut menyelenggarakan kegiata: 
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
3. Pengamanan peredaran barang cetakan; 
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat 
membahayakan masyarakat dan Negara; 
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5. Pengcegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan 
agama; 
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic 
kriminal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
  Lokasi penelitian yang dimaksud aladah suatu tempat wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat lokasi 
penelitian dalam rangka Peniisan skripsi ini yaitu di Gowa. 
  Penelitian ini dilaksankan di Kabupaten Gowa dengan lokasi 
penelitian adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kejaksaan 
Negeri Sungguminasa. 
B. Jenis dan Sumber Data 
  Sumber data yang dikumpulakan dalam penelitian ini digolongkan 
ke dalam data primer dan data skunder, yaitu : 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh secara lansung melalui Putusan Pengadilan 
Negeri Sungguminasa ( Putusan Tahun 2013). 
b. Data Skunder 
Data skunder yang diperoleh mencangkup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil penelitian yang terdahulu, serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku terkait objek penelitian.Dalam 
data Skunder dapat digolongkan lagi menjadi bahan hukum 
primer dan bahan hukum skunder sebagai pendukung sumber 
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data skunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum skunder 
yang dimaksud di atas, antara lain : 
1. Bahan Hukum Primer 
a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
b)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 
c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
2. Bahan Hukum Skunder 
Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang 
digunakan sebagai penunjang atau penjelasan terkait bahan 
hukum primer. Bahan hukum skunder yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
a) Buku-buku yang terkait masalah yang diteliti. 
b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pidana bersyarat. 
c) Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
d) Jurnal ilmiah tentang pidana bersyarat.  
C. Teknik Pegumpulan Data 
 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Studi Dokumen atau Kepustakaan (Library Research) 
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Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap 
data-data yang tertulis dengan mempergunakan metode content 
analisis.Dalam studi kepustakaan, Penulis harus memahami batas-
batas masalah menjadi objek penelitiannya.Kemudian 
diinventarisasikan semua subjek yang relevan dengan objek 
penelitian.Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber 
dokumen tersebut. 
2. Wawancara (inreview) 
Secara sederhana diartikan sebagai komunikasi lansung secara 
verbal antara Penulis dengan responden atau informan untuk 
mendapatkan sejumlah informasi.Dalam penelitian ini, jenis 
wawancara yang digunakan Penulis adalah wawancara mendalam 
(indepth interview) yang merupakan salah satu wawancara yang tidak 
terstruktur. Dalam wawancara ini, Penulis tidak dibatasi oleh 
sejumlah pertanyaan yang disusun secara terstruktur, tetapi lebih 
merupakan diskusi antara Penulis dengan responden/ nara sumber/ 
dan informan. 
D.  Teknik Analisis Data 
Sumber hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. 
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Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data 
yang telah dikumpulkan kemudian diolah, sehingga membentuk 
deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.Teknik analisis data 
yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan 
memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari 
objek yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Efektifitas Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat 
 Putusan pidana bersyarat  merupakan hal yang menuai pro-kontra 
dikalangan masyarakat luas karna menyangkut tentang rasa keadilan 
sebagaimana tujuan dari pada hukum itu sendiri. Keberadaan pidana 
bersyarat menjadi pekerjaan rumah bagi jaksa selaku pelaksana putusan 
pengadilan dalam hal efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam 
beberapa tahun terakhir ini, justru pelaksaannya tidak efektif dengan 
berbagai banyak kendala.  
 Sehubungan dengan itu, hasil penelitian yang dilakukan penulis 
menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari pengawasan putusan 
pidana bersyarat khususnya dalam kasus penganiayaan di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, dapat dikatakan masih terlihat belum baik atau 
belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari data yang ditampilkan sebagai 
berikut : 
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TABEL I 
Eksekusi Putusan Pidana Bersyarat Khususnya Kasus 
Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Periode Tahun 2011-2013 
TAHUN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT EKSEKUSI 
2011 
2012 
2013 
5 
3 
7 
5 
3 
7 
 
 16 16 
Sumber PN.Sungguminasa 
 
TABEL II 
Pelaksanaan Pengawasan terhadap Putusan Pidana Oleh 
Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Periode Tahun 2011-2013 
Tahun Kasus 
Penganiayaan di 
Putus Pidana 
Bersyarat 
Eksekusi Pengawasan 
dengan terjun 
lansung ke 
lapangan  
Berjalan 
dengan baik 
2011 
2012 
2013 
5 
3 
7 
5 
3 
7 
Tidak Pernah 
Tidak Pernah 
Tidak Pernah 
Belum baik 
Belum baik 
Belum baik 
 16 16 Tidak Pernah Belum Baik 
Sumber P.N Sungguminasa 
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 Berdasarkan data di atas, pelaksanaan putusan pidana bersyarat 
khususnya dalam kasus penganiayaan di daerah hukum Sungguminasa 
tidak berjalan secara efektif. Hal demikian terjadi dikarenakan banyaknya 
kendala yang dialami oleh jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan. 
 
 
B. Kendala-Kendala dalam Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat 
 
 Dalam penanganan sebuah tindak pidana, Jaksa memegang 
peranan yang cukup penting dimulai dari proses penuntutan termasuk di 
dalamnya pembuktian terjadinya tindak pidana sampai kepada 
pelaksaan putusan pidana, tidak terkecuali untuk pengawasan pidana 
bersyarat. 
 Berkaitan dengan seluruh tugas dan wewenang yang dimiliki oleh 
jaksa tersebut, maka para jaksa memiliki beberapa aturan teknis yang 
bertujuan untuk melengkapi undang-undang yang ada.  
 Beberapa faktor yang memperngaruhi Jaksa dalam menuntut 
suatu tindak pidana bersyarat adalah:38 
1) Faktor kondisi dan keadaan terdakwa, maksudnya harus 
diperhatikan mengenai kondisi maupun prilaku seperti umur 
pelaku, bagi pelaku yang seorang anak-anak atau pelajar atau 
mahasiswa maka kemungkinan untuk dituntut dengan pidana 
bersyarat cukup besar. 
                                                           
38 Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Herawati S.H pada tanggal 21 januari 2014 
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2) Bentuk dan jenis tindak pidana tersebut, maksudnya harus 
diperhatikan mengenai bentuk tindak pidana tersebut apakah 
terdapat perencanaan atau tidak, dan kerugian yang 
diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. 
3) Dalam hal perdamaian. Maksudnya adalah ketika antara 
korban dan pelaku sudah terjadi perdamaian, maka secara 
otomatis pelaku tersebut tidak akan mengulangi 
perbauatannya setidknya terhadap korban yang sama. 
 Sering pula pada saat jaksa memberikan tuntutan, jaksa menuntut 
agar supaya si terdakwa dijatuhi pidana penjara, dan ternyata hakim 
yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana bersyarat, sebab 
hakim memiliki keyakinan tersendiri untuk mengambil putusan tersebut. 
 Berbicara mengenai kendala yang menghambat biasanya hal 
tersebut lebih bersifat eksternal, bersumber dari luar pribadi pelaku atau 
pelaksana yang menjadi semacam batu sandungan dalam melakukan 
suatu tindakan atau perbuatan tertentu. Pelaksana tugas pengawasan 
terhadap putusan pidana bersyarat  tahun 2013 Kasus Penganiayaan di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa kenyataannya masih terdapat banyak 
kendala yang menghalangi kendala-kendala tersebut dapat dikatakan 
sebagai semacam batu sandungan yang mengakibatkan mengapa 
pelaksanaan tugas tersebut masih belum berjalan dengan baik. 
Pengertian kendala secara Psikologi dapat diartikan sebagai suatu “ 
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(kesukaran, hambatan, rintangan), baik rill maupun berupa khali pada 
usaha untuk mencapai tujuan”. 
  Kendala-kendala dalam melaksanakan tugas pengawasan 
terhadap putusan pidana bersyarat dijelaskan secara jelas dan terperinci 
oleh Hakim Yogha, S.H dan Ibu Jaksa Herawati, S.H, jawaban antara 
Bapak Hakim dan Ibu Jaksa hampir sama yaitu :  
1. Belum Adanya Suatu Sistem Pengawasan yang Baku 
 Suatu sistem secara harafiah dapat dikatan sebagai suatu 
bentuk cara kerja yang sifatnya yang terencana terpola dan 
beraturan dalam melaksanakan suatu program atau rancangan 
tertentu. Sistem atau cara kerja tersebut, apabila akan dijadikan 
sebagai suatu pedoman pelaksanaan, maka terlebih dahulu 
dibentuk menjadi suatu aturan yang telah dibekukan, berbentuk 
peraturan pelaksanaan. 
 Pelaksanaan pengawasan terhadap pidana bersyarat 
khususnya dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum 
adanya suatu sistem atau peraturan pelaksana yang melembaga 
untuk dijadikan pedoman bagi cara kerja. Surat Edaran 
Mahkamah Agung NO.7 tahun 1985 hanya mengatur mengenai 
pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan 
pidana biasa. Terlebih dalam isi surat edaran tersebut, lebih di 
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tujukan pada pengaturan mengenai cara kerja Jaksa dan petugas 
Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas 
pengawasan. Kendala ini jelas membuat bingun bagi Jaksa 
Herawati S.H secara Pribadi, terutama dalam upayanya untuk 
mengambil suatu tindakan tertentu yang dapat dijadikan 
pegangan untuk meyakinkan dirinya bahwa tindakan yang diambil 
sudah benar dan baik adanya. Menurut Ibu Jaksa Herawati S.H, 
Kinerja Jaksa dalam hal ini jelas akan sangat terhambat, dimana 
masing-masing jaksa akan disibukkan untuk mencari cara 
tersendiri yang belum tertentu baik dan benar adanya untuk 
dlaksanakan.  
 Tidak adanya sistem atau cara kerja yang melembaga 
dalam melaksanakan tugas pengawasan khususnya terhadap 
kasus penganiayaan, berpengaruh pula pada kemungkinan hasil 
yang diperoleh. Perbedaan cara dalam melaksanakan tugas, 
mengakibatkan sesuatu yang dihasilkan juga akan berbeda dan 
variatif. Terkadang suatu sistem pengawasan akan berjalan 
dengan baik terhadap suatu putusan tertentu, namun belum tentu 
akan suskses bila diterapkan pada putusan yang lain. Dalam 
kasus penganiayaan yang ditangani olehya, dilibatkan dua orang 
terpidana yang sama-sama dijatuhi hukuman pidana bersyarat 
yang mana tempat tinggal atau domisili kedua terpidana tersebut, 
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sangat jauh berbeda bila diukur jaraknya dari Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. Terlihat adanya pebedaan cara kerja dan hasil 
yang diperoleh selama melaksanakan tugas pengawasan. Bagi 
terpidana yang tempat tinggal atau domisilinya dekat dengan 
Pengadilan Negeri Sungguminasa, Jaksa dalam melaksanakan 
tugas pengawasannya dapat secara lansung menghampiri rumah 
terpidana yang ternyata juga dekat dengan rumah tinggal atau 
domisili Jaksa tersebut. Hasil pengawasan yang dilaporkan 
terlihat cukup baik adanya, meskipun dianggap belum sempurna 
dimana mengenai pelaksanaan eksekusi maupun terpidananya 
dapat diketahui secara lebih pasti dan cukup akurat. Berbeda 
dengan terpidana yang rumah tinggal atau domisilinya jauh dari 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Cara yang dilakukan Oleh 
Kejaksaan Negeri Sungguminasa dalam melakukan tugas 
pengawasan hanya dengan mengirimkan surat tembusan atau 
sekedar pemberitahuan kepada Lurah, dimana terpidana itu 
tinggal atau berdomisili. Hasil yang dilaporkan ternyata masih 
kurang begitu memuasakan, dimana Jaksa dalam melaksanakan 
tugasnya, cenderung hanya menunggu data dari laporan yang 
diberikan oleh lurah setempat. Tembusan Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa cenderung tidak begitu di indahkan, hal ini 
disebabkan oleh karena Lurah yang dimaksud, ternya memiliki 
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kepentingan tertentu dengan terpidana. Bahkan selang beberapa 
waktu, terpidana secara-cara diam-diam telah pindah tempat 
tinggal atau domisilinya tanpa adanya pemeberitahuan dan 
cenderung ditutup-tutupi oleh lurah tersebut.  
2. Perundang-Undangan 
Sepanjang menyangkut perundang-undangan yang mendasari 
sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan 
adalah sebelum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman 
penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang 
hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana 
tersebut. 
 Herawati S.H, di Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang 
menjadi sumber informasi selama melaksanakan penelitian, 
memiliki cara dan sudut pandang yang berbeda mengenai tujuan 
yang hendak dicapai. Dalam upaya melaksanakan tugas 
pengawasan, Herawati S.H (Jaksa Di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa) dalam melaksanakan tugas pengawasannya, 
lebih mengedepankan pada hasil yang akan dicapai, yakni untuk 
memastikan bahwa terpedina benar-benar telah melaksanakan isi 
putusan dengan baik dan bertanggung jawab. Beliau menyatakan 
bahwa apabila terpidana telah melaksanakan isi putusan dengan 
baik dan bertanggung jawab merupakan suatu indikasi bahwa 
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terpidana telah menyesali perbuatan dan akan merubah sikafnya 
menjadi lebih baik. Dengan demikian pengawasan yang 
dilakukan, harus benar-benar berjalan dengan baik agar 
pelaksanaan putusan, terutama syarat-syarat yang dibebankan 
dapat dipastikan telah dilaksanakan dengan itikad yang baik dan 
bertanggung jawab. Sementara itu menurut Hakim Yogha S.H 
dalam melaksanakan tugas pengawasan putusan pidana 
bersyarat, lebih mengedepankan pada upaya untuk membimbing 
dan memberikan pendidikan kepada terpidana. Dalam hal ini, 
beliau bertujuan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi 
sehingga pidana pokok yang seharusnya dijatuhkan kepadanya 
kepadanya tidak dilaksanakan.  
 Dilihat dari kedua tujuan tersebut, memang sama-sama 
memiliki tujuan yang baik namun terkesa antara Jaksa dan Hakim 
tersebut memiliki tujuan tersendiri yang berbeda, hal ini 
mengakibatkan tujuan yang akan dicapai cenderung tidk terfokus. 
Tujuan yang akan dicapai cenderung bersifat abstrak, dimana 
dengan tidak adanya pedoman mengakibatkan perbedaan itu 
dianggap sah-sah saja. 
3. Teknis Administrasi 
 Kendala yang bersifat teknis dan administrasi sedikit 
banyak telah diungkap dan diulas secara transparan. Kendala 
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teknis dan administrasi masih terdapat kaitan dengan penyebab-
penyebab lain yang dbahas sebelumnya dan dalam prikub. Dalam 
upaya pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pidana bersyarat 
kasus penganiayaan oleh Ibu jaksa di Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa, memang belum menemui kendala tersebut. Hal 
ini disebabkan oleh karena upaya yang  dialakukan selama ini, 
tidak pernah Ibu Jaksa terjun lansung mendatagi tempat tinggal 
atau domisili terpidana. Bahwasanya kendala teknis dan 
administrasi tersebut tidak pernah dihadapi namun kendala 
tersebut tetap tidak bisa dihindari. Gambaran mengenai kendala 
teknis dan administrasi yang mungkin akan dihadapi dalam 
pelaksanaan tugas Jaksa di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
meliputi : 
1) Terpidana tidak ada di rumah sehingga keberadaannya 
sulit untuk diketahui. 
2) Terpidana secara diam-diam pindah tempat tinggal. 
3) Terpidana berdomisili di pelosok Desa yang sulit 
dijangkau. 
 Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat tidak akan 
pernah terlepas dari kendala yang sifatnya teknis dan administrasi 
karena hal ini merupakan suatu resiko yang harus ditanggung dari 
pemberian pemidanaan yang sifatnya bersyarat tersebut. Dalam 
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pemidanaan bersyarat, terpida tidak dirampas kemerdekaannya 
dan dialokasikan di lembaga pemasyarakatan layaknya pada 
terpidana pada putusan pidana biasa. Kendala untuk mengetahui 
keberadaan terpidana, lebih disebabkan karena tidak ada batasan 
atau larangan tertentu yang mengahalangi kebebasan terpidana 
sehingga keraguan Jaksa Herawati untuk tidak dapat bertemu 
lansung dengan terpidana dalam melakukan kunjungannya, 
sangatlah besar kemungkinan. Terlebih sarana komunikasi di 
tempat tinggal atau domisili terpidana tidak tersedia dan kurang 
memadai. Kemungkinan bagi Jaksa Herawati untuk tidak 
mengetahui keberadaan terpidana, lebih diperbesar dengan 
berpindahnya tempat tinggal atau domisili terpidana secara diam-
diam. Tugas Jaksa tentu akan semakin sulit untuk dilaksanakan 
karena membutuhkan biaya dan waktu untuk melacaknya.  
 Tempat tinggal atau domisili terpidana yang sulit untuk 
dijangkau dan tidak adanya sarana transportasi yang memadai 
lokasi tujuan, menjadi suatu kendala yang cukup menyulitkan bagi 
Jaksa dalam melaksanakan tugas. Disebabkan oleh karena tidak 
adanya pembiayaan, memperkecil kemungkinan bagi Jaksa di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk terjen lansung 
mendatangi tempat tinggal atau domisili terpidana yang sangat 
jauh dan sulit untuk dijangkau tersebut. 
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4. Waktu dan Kesibukan 
 Selain karena faktor teknis administrasi, waktu dan 
kesibukan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 
pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat tersebut. 
Padatnya jadwal sidang di Kejaksaan Negeri Sungguminasa tentu 
akan sedikit waktu luang bagi Jaksa, untuk dapat bepergian 
dalam jarak yang jauh dan dalam jangka waktu yang lama. 
Kesibukan Jaksa dalam kesehariannya mengenai suatu perkara 
dan tugas-tugas harian di Kejaksaan Negeri Sungguminasa, jelas 
akan menghambat tugasnya untuk melakukan kunjungan secara 
lansung ke tempat tinggal atau domisili terpidana. Terlebih jika 
tempat tinggal atau domisili terpidana tersebut sangat jauh dan 
tidak bisa ditempuh dengan satu hari perjalanan akan 
memerlukan banyak waktu yang tersita dan dianggap sangat tidak 
efisien. Ketidakefisienan ini disebabkan karena adanya 
kemungkinan untuk tidak bertemu dengan terpidana dimana 
keberadaan terpidana tidak bisa diketahui secara pasti. Terpida 
bebas untuk kemanapun tanpa adanya larangan untuk membatasi 
ruang geraknya, sehingga akan banyak waktu yang terbuang 
percuma hanya untuk mencari keberadaannya. Selain itu menurut 
Jaksa Herawati S.H bahwa “ hari kerja aktif di Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa hanya selama empat hari kerja, dimana hari jumat 
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hari yang dianggap „hari pendek‟ dan sifatnya lebih santai” hari 
sabtu instansi Kejaksaan Negeri Sungguminasa mulai libur, 
sehingga waktu kerja yang ada memang cukup pendek. 
Keterbatasan waktu tersebut tentu membuat kesibukan Jaksa 
dalam masa hari kerja aktif menjadi lebih padat, sehingga sedikit 
yang terluang untuk dapat melaksanakan tugasnya di luar 
Kejaksaan Negeri Sungguminasa. 
5. Tidak Adanya Koordinasi 
Lemahnya koordinasi dengan para pihak yang terkait, juga 
menjadi penyebab pelaksanaan tugas pengawasan yang 
dialkuakn oleh Jaksa, masih belum berjalan dengan baik. Dalam 
hal ini terutama koordinasi antara Hakim di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sungguminasa 
dan pejabat lain yang berwenang untuk itu. Belum adanya suatu 
peraturan pelaksanaan atau sistem baku tertentu yang mengatur 
mengenai proses kerja sama atau koordinasi antara kedua 
instansi tersebut, merupakan penyebab lemahnya koordinasi yang 
ada. 
 Selama ini memang telah terbentuk suatu wadah yang 
disebut Diljapol, dimana lembaga tersebut bertujuan untuk 
mengakomodasi mengenai segala sesuatu yang menyangkut 
koordinasi antara hakim, jaksa dan polisi. Menurut Jaksa Herawati 
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S.H mengatakan bahwa  “ lembaga Diljapol ini ternyata tidak 
efektif lagi dipergunakan” alasan beliau mengapa lembaga ini 
tidak efektif lagi dipergunakan lebih dikarenaka oleh besarnya 
kota yang menjadi ruang lingkup wilayah hukum dan lokasi yang 
berjauhan antara instansi Pengadilan Negeri Sungguminasa 
dengan Kejaksaan Negeri Sungguminasa ketidak efektipan ini 
juga didukan dengan adanya anggapan atau kecendrungan 
bahwa tidak memungkinkan bagi instansi pengadilan negeri untuk 
dapat menginterpensi atau turut campur terhadap Instansi 
Kejaksaan Negeri, hal ini juga berlaku sebaliknya. Menurut beliau, 
selama ini tidak ada data yang keluar atau masuk dari dan ke 
Kejaksaan  Negeri Sungguminasa mengenai hasil pengawasan 
yang dilakukan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Sungguminasa. 
Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa tidak bisa dipaksa untuk 
memberika data atau informasinya kepada hakim. Cenderung 
data atau informasi yang diperoleh, akan diberikan hanya jika 
diminta secara khusus oleh Hakim. Pemberian data atau informasi 
ini bukan merupakan suatu keharusan, dimana dilihat dari 
kecendrungan yang ada. Data atau informasi yang diperoleh 
hanya diperuntuhkan oleh kepentingan masing-masing instansi. 
Selama ini tidak ada upaya yang signifikan untuk saling tukar 
menukar data dan informasi antara Hakim dan Jaksa.  
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6. Tidak Adanaya Kewajiban Wajib Lapor Pelaku Tindak Pidana 
7. Serta adanya anggapan Pihak yang berwajib melakukan 
Pengawasan bahwa telah di berikan pemahaman dan arahan 
kepada Terpidana pada saat selesainya penjatuhan vonis 
hukuman, sehingga menurut Ibu Jaksa Herawati “Terpidana akan 
mengerti sepenuhnya akan hal syarat-syarat pidana bersyarat 
seperti syarat khusus dan umum, sehingga akan ta kut 
mengulang perbuatan yang telah dilakukan” 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Melihat dari uraian mengenai fakta-fakta yang diperoleh selama 
melaksanakan penelitian tentang Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam 
Tindak Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Sungguminasa, penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan putusan pidana bersyarat di daerah hukum 
Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berjalan dengan baik atau 
belum efektif. Karena sejak tahun 2011-2013 jaksa selaku 
eksekutor tidak pernah terjun langsung ke lapangan untuk 
melakukan pengawasan terhadap terpidana putusan pidana 
bersyarat khususnya dalam kasus penganiayaan. 
2. Kendala-kendala yang dialami oleh jaksa dalam melakukan 
pengawasan pidana bersyarat antara lain: 
a. Belum adanya aturan atau pedoman yang baku terhadap 
pelaksanaan pidana bersyarat; 
b. Teknik adminstrasi yang belum terarah dari instansi yang 
berkaitan dengan pengawasan pidana bersyarat; 
c. Kurangnya anggaran atau pembiayaan kepada pihak terkait 
sehingga menyebabkan eksekutor atau pengawas tidak terlalu 
peduli terhadap pengawasan pidana bersyarat; 
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d. Kurangnya jumlah personel dan sedikitnya waktu kerja bagi 
jaksa dalam melakukan pengawasan pidana bersyarat; 
e. Kurangnya koordinasi antara Bapas, Pengadilan, Jaksa, Polisi 
dan Lurah setempat. 
B. Saran  
 Pelaksanaan pina bersyarat dalam tindak pidana penganiayaan di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat diberjalan efektif sesuai yang 
diinginkan dan agar dapat berjalan dengan baik, penulis memberikan 
saran sebagai berikut : 
1. Demi efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat dibutuhkan 
koordinasi yang kuat antara Bapas, Pengadilan, Kejaksaan, 
Kepolisian dan Lurah setempat. Serta adanya perhatian dari 
pemerintah dalam pembuatan pedoman atau aturan yang secara 
khusus mengatur tentang pelaksaan pidana bersyarat. 
 
2. Suatu kendala tentunya tidak akan menyurutkan langkah positif 
untuk maju apabila dihadapi secara profesional didukun dengan 
sistem yang baik dan baku, didasari dengan itikad baik dan 
semangat yang tidak mudah putus asa. Hal ini berlaku pula 
terhadap kendala-kendala yang dihadapi pelaksana pengawasan  
atau eksekutor putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, dimana dalam melaksanakan tugasnya 
mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat khususnya 
63 
 
dalam kasus penganiayaan. Profesionalisme petugas yang 
berwenang dalam melaksanakan tugasnya serta didukung 
dengan sistem yang baik dan sarana dan prasarana yang 
memadai, tentu kendala-kendala tersebut bisa dieliminir 
sedemikian rupa, didasari dengan suatu itikad baik bahwa 
pelaksanaan pengawasan tersebut sangat penting dan perlu 
dilaksanakan secara lebih baik dari sekarang.  
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